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ABSTRAK Pluralisme hukum waris di Indonesia yang mencakup hukum adat, hukum Islam, dan
hukum perdata Barat menimbulkan perbedaan dalam kekuatan pembuktian hak
waris, yang berdampak pada kepastian hukum kepemilikan tanah. Perbedaan antara
alat bukti formal, seperti akta autentik, dan alat bukti informal, seperti surat di
bawah tangan, seringkali memicu sengketa lahan akibat ketidakjelasan status ahli
waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kekuatan pembuktian
hak waris serta implikasi yuridisnya terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah,
dengan studi kasus di Gunungpati. Metode yang digunakan adalah pendekatan
yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi alat bukti formal memberikan
tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi, namun di sisi lain menimbulkan
kesenjangan dengan praktik sosial masyarakat yang masih mengandalkan
mekanisme informal. Selain itu, ketiadaan standarisasi nasional dalam pembuktian
hak waris memperbesar potensi konflik dan tumpang tindih klaim. Oleh karena itu,
diperlukan harmonisasi sistem pembuktian, penguatan regulasi, serta peningkatan
tertib administrasi pertanahan untuk mewujudkan kepastian hukum yang efektif
dan berkeadilan.

Kata kunci Hak waris, Kepastian hukum, Sengketa tanah

ABSTRACT The pluralism of inheritance law in Indonesia, which encompasses customary law,
Islamic law, and Western civil law, results in differences in the evidentiary strength of
inheritance rights, affecting legal certainty in land ownership. The disparity between
formal evidence, such as authentic deeds, and informal evidence, such as private
documents, often triggers land disputes due to unclear heir status. This study aims to
analyze the differences in the evidentiary strength of inheritance rights and their
juridical implications for legal certainty in land ownership, using a case study in
Gunungpati. The research employs a normative juridical approach with statutory and
case approaches. The findings indicate that the dominance of formal evidence provides
a higher level of legal certainty; however, it also creates a gap with social practices that
still rely on informal mechanisms. Furthermore, the absence of national
standardization in proving inheritance rights increases the potential for overlapping
claims and conflicts. Therefore, harmonization of the evidentiary system, regulatory
strengthening, and improvement of land administration are necessary to achieve
effective and equitable legal certainty.

Keywords Inheritance rights, Legal certainty, Land disputes
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1. PENDAHULUAN

Pluralisme hukum waris di Indonesia merupakan konsekuensi dari keberagaman
sistem nilai yang hidup dalam masyarakat, yang mencakup hukum adat, hukum Islam, dan
hukum perdata Barat. Keberadaan berbagai sistem hukum tersebut tidak hanya
menunjukkan kekayaan budaya dan norma yang berkembang di Indonesia, tetapi juga
mencerminkan kompleksitas dalam penerapan hukum, khususnya dalam bidang
kewarisan. Setiap sistem hukum memiliki prinsip, mekanisme, serta dasar legitimasi yang
berbeda dalam menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagaimana harta
warisan dibagikan. Perbedaan tersebut pada akhirnya tidak hanya memengaruhi aspek
substansi hukum, tetapi juga berdampak langsung pada standar dan kekuatan
pembuktian hak waris yang digunakan dalam praktik.

Dalam praktiknya, perbedaan sistem pembuktian ini seringkali menimbulkan
persoalan hukum yang tidak sederhana, terutama ketika berkaitan dengan kepemilikan
tanah yang memerlukan tingkat kepastian hukum yang tinggi. Tanah sebagai objek
hukum memiliki nilai ekonomi, sosial, dan bahkan kultural yang sangat penting, sehingga
setiap sengketa yang berkaitan dengannya cenderung menimbulkan konflik yang serius
dan berkepanjangan. Ketidaksamaan antara alat bukti formal seperti akta autentik dan
alat bukti informal seperti surat di bawah tangan atau kesepakatan keluarga menjadi
salah satu pemicu utama timbulnya sengketa. Dalam banyak kasus, pihak yang memiliki
bukti formal cenderung lebih diuntungkan dalam proses peradilan, sementara pihak yang
hanya mengandalkan bukti informal seringkali mengalami Kkesulitan dalam
mempertahankan haknya secara hukum.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena sistem hukum nasional
belum sepenuhnya mampu mengintegrasikan pluralisme hukum waris ke dalam satu
kerangka pembuktian yang seragam. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan
telah mengatur mengenai pembuktian dan kepemilikan tanah, namun belum terdapat
standar nasional yang secara khusus mengatur mekanisme pembuktian hak waris secara
komprehensif dan terpadu. Akibatnya, terjadi perbedaan interpretasi dan penerapan
hukum di lapangan, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat itu sendiri.
Pluralisme hukum yang tidak diiringi dengan harmonisasi norma dan praktik berpotensi
menimbulkan konflik, terutama ketika berhadapan dengan kebutuhan akan kepastian
hukum dalam bidang pertanahan yang menuntut kejelasan dan ketegasan.

Dalam konteks pertanahan, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh
keberadaan sertifikat sebagai alat bukti hak atas tanah, tetapi juga oleh keabsahan subjek
hukum yang memperoleh hak tersebut melalui mekanisme pewarisan. Sertifikat tanah
memang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, namun tidak bersifat mutlak apabila
terdapat cacat hukum dalam proses peralihannya, termasuk dalam hal keabsahan ahli
waris. Dengan demikian, perbedaan kekuatan pembuktian hak waris menjadi faktor
krusial yang secara langsung memengaruhi validitas kepemilikan tanah. Apabila status
ahli waris tidak dapat dibuktikan dengan kuat, maka kepemilikan tanah yang
bersangkutan juga menjadi rentan untuk disengketakan.

Kajian mengenai hukum waris dan kepastian hukum pertanahan sebenarnya telah
banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Namun demikian, sebagian besar
penelitian masih cenderung membahas kedua aspek tersebut secara terpisah, sehingga
belum mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara keduanya.
Padahal, dalam praktik, pembuktian hak waris dan kepastian hukum kepemilikan tanah
merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Lemahnya
pembuktian hak waris akan berdampak langsung pada lemahnya kepastian hukum atas
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tanah, begitu pula sebaliknya. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan kajian dalam
menganalisis secara komprehensif implikasi yuridis dari perbedaan kekuatan
pembuktian hak waris terhadap kepastian hukum di bidang pertanahan.

Selain itu, kesenjangan antara ketentuan hukum yang tertulis dengan realitas
sosial di masyarakat juga menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas
penyelesaian sengketa waris. Dalam banyak kasus, masyarakat masih lebih
mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan adat dibandingkan dengan
prosedur hukum formal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang berlaku di masyarakat
tidak selalu sejalan dengan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.
Ketidaksesuaian ini seringkali menjadi penyebab utama timbulnya konflik yang sulit
diselesaikan, karena masing-masing pihak berpegang pada sistem nilai yang berbeda
dalam mempertahankan haknya.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini terletak
pada bagaimana perbedaan kekuatan pembuktian hak waris dalam sistem hukum di
Indonesia serta bagaimana implikasi yuridisnya terhadap kepastian hukum kepemilikan
tanah, termasuk dalam penerapannya pada kasus sengketa lahan di Gunungpati.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perbedaan kekuatan
pembuktian hak waris, mengkaji implikasi yuridis yang ditimbulkannya terhadap
kepastian hukum kepemilikan tanah, serta memahami bagaimana pertimbangan hukum
yang digunakan dalam penyelesaian sengketa waris di tingkat peradilan. Dengan
demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi secara teoritis
dalam pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis dalam
upaya harmonisasi sistem pembuktian hak waris guna mewujudkan kepastian hukum
yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan dalam bidang pertanahan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang
menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dianalisis melalui studi
kepustakaan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peraturan
perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan
pembuktian hak waris dan kepastian hukum kepemilikan tanah. Dalam penelitian ini
digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah
ketentuan hukum yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan
Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, serta pendekatan konseptual (conceptual
approach) untuk memahami konsep-konsep hukum seperti kekuatan pembuktian,
kepastian hukum, dan pluralisme hukum. Selain itu, pendekatan kasus (case approach)
digunakan untuk menganalisis penerapan norma hukum dalam praktik melalui studi
terhadap sengketa lahan waris yang terjadi di Jalan Kalimasada, Kelurahan Sekaran,
Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, sehingga dapat terlihat hubungan antara
ketentuan normatif dengan realitas penerapannya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri
dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi
peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan
sengketa waris dan pertanahan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah
seperti buku teks, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik
pembuktian hak waris dan kepastian hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier
digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, untuk
memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan
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data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber hukum
secara sistematis dan komprehensif guna memperoleh landasan teoritis dan normatif
yang kuat.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan
deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui proses
klasifikasi, interpretasi, dan sistematisasi untuk mengidentifikasi hubungan antara
norma hukum dengan permasalahan yang diteliti. Analisis juga dilakukan dengan cara
membandingkan berbagai sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia untuk melihat
perbedaan kekuatan pembuktian yang dihasilkan. Selanjutnya, hasil analisis normatif
tersebut dikaitkan dengan studi kasus yang diteliti guna menemukan implikasi yuridis
terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah. Dengan demikian, penelitian ini tidak
hanya memberikan gambaran mengenai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga
menawarkan analisis Kritis terhadap efektivitas penerapannya dalam praktik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perbedaan Kekuatan Pembuktian Hak Waris dalam Sistem Hukum di

Indonesia

Pluralisme hukum waris di Indonesia menciptakan keragaman dalam mekanisme
pembuktian hak waris yang tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sosial dan historis
masyarakat. Keberadaan hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat secara
bersamaan menyebabkan tidak adanya satu standar tunggal dalam menentukan alat
bukti yang sah dan kuat dalam perkara waris. Kondisi ini berimplikasi pada perbedaan
tingkat kekuatan pembuktian yang digunakan oleh para pihak dalam mempertahankan
haknya, terutama dalam sengketa yang berkaitan dengan kepemilikan tanah.

Dalam perspektif hukum perdata, sistem pembuktian sangat menitikberatkan pada
bukti tertulis yang bersifat formal. Akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang
berwenang memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sempurna, karena memenubhi
syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum. Kekuatan
pembuktian akta autentik tidak hanya mengikat para pihak yang membuatnya, tetapijuga
memiliki kekuatan pembuktian keluar, sehingga harus dianggap benar oleh hakim selama
tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum
perdata, kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan formalitas administratif.

Sebaliknya, surat di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih
terbatas. Dokumen jenis ini hanya memiliki kekuatan pembuktian sepanjang diakui oleh
para pihak, dan dapat dengan mudah diperdebatkan keabsahannya di pengadilan. Dalam
praktik masyarakat, penggunaan surat keterangan ahli waris yang dibuat secara
sederhana tanpa prosedur legalisasi yang memadai masih sangat umum terjadi. Hal ini
menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik sosial dengan ketentuan hukum formal,
di mana masyarakat lebih mengutamakan kesepakatan kekeluargaan dibandingkan
dengan dokumentasi hukum yang kuat.

Dalam hukum Islam, pembuktian hak waris tidak hanya bertumpu pada dokumen
tertulis, tetapi juga mempertimbangkan hubungan nasab, kesaksian, serta ketentuan
syariat yang berlaku. Sistem ini memberikan fleksibilitas dalam pembuktian, namun tetap
memiliki landasan normatif yang kuat melalui regulasi seperti Kompilasi Hukum Islam.
Pembuktian dalam hukum Islam cenderung bersifat kombinatif, yaitu menggabungkan
antara bukti tertulis dan keterangan saksi, sehingga memberikan ruang bagi nilai-nilai
keadilan substantif dalam menentukan hak ahli waris.
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Sementara itu, dalam hukum adat, pembuktian hak waris lebih menitikberatkan
pada pengakuan sosial, kesepakatan keluarga, dan legitimasi komunitas. Pembagian
warisan seringkali dilakukan melalui musyawarah tanpa adanya bukti tertulis yang
formal.Dalam konteks masyarakat adat, mekanisme ini dianggap sah dan memiliki
kekuatan mengikat. Namun, ketika dihadapkan pada sistem hukum formal, pembuktian
semacam ini menjadi lemah karena tidak memenuhi standar pembuktian yang
ditentukan oleh hukum acara perdata.

Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian hak
waris sangat bergantung pada sistem hukum yang digunakan. Tidak adanya harmonisasi
antar sistem hukum tersebut menyebabkan terjadinya ketidakpastian dalam
menentukan alat bukti yang paling sah. Dalam konteks ini, pluralisme hukum tidak hanya
menjadi kekayaan sistem hukum nasional, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik
apabila tidak diimbangi dengan regulasi yang jelas dan terpadu.

3.2 Implikasi Yuridis terhadap Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah

Perbedaan kekuatan pembuktian hak waris memiliki implikasi yang sangat
signifikan terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah. Dalam sistem pertanahan
nasional, kepastian hukum menjadi prinsip utama yang dijamin melalui pendaftaran
tanah. Namun, kepastian tersebut tidak hanya bergantung pada keabsahan dokumen
kepemilikan,Click or tap here to enter text. tetapi juga pada kejelasan status subjek hukum
yang memiliki hak atas tanah tersebut. Dengan kata lain, keabsahan ahli waris sebagai
penerima hak menjadi faktor yang sangat menentukan. Dalam praktiknya, penggunaan
alat bukti yang kuat seperti akta autentik memberikan jaminan kepastian hukum yang
lebih tinggi. Akta autentik dapat digunakan sebagai dasar dalam proses peralihan hak atas
tanah, termasuk dalam pendaftaran dan balik nama sertifikat. Dengan adanya dokumen
yang sah dan diakui oleh negara, potensi sengketa dapat diminimalisir. Hal ini
menunjukkan bahwa formalitas dalam pembuktian memiliki peran penting dalam
menciptakan kepastian hukum.

Namun demikian, dominasi alat bukti formal juga menimbulkan persoalan sosial.
Banyak masyarakat yang tidak memiliki akses atau pemahaman yang memadai mengenai
pentingnya akta autentik. Akibatnya, mereka lebih mengandalkan mekanisme informal
dalam pembagian warisan. Ketika terjadi sengketa, pihak yang hanya memiliki bukti
informal cenderung berada pada posisi yang lemah. Kondisi ini menciptakan
ketimpangan dalam akses terhadap keadilan, di mana hukum lebih menguntungkan
pihak yang memiliki dokumen formal. Selain itu, ketiadaan standarisasi nasional dalam
pembuktian hak waris memperbesar potensi terjadinya konflik. Aparat desa yang
memiliki kewenangan administratif seringkali mengeluarkan surat keterangan ahli waris
tanpa proses verifikasi yang ketat. Hal ini membuka peluang terjadinya kesalahan data
bahkan manipulasi. Akibatnya, satu objek tanah dapat memiliki lebih dari satu klaim
kepemilikan yang sama-sama didukung oleh dokumen, meskipun dengan kekuatan
pembuktian yang berbeda.

Implikasi lainnya adalah munculnya sengketa yang berkepanjangan di pengadilan.
Perbedaan alat bukti yang diajukan oleh para pihak menyebabkan hakim harus
melakukan penilaian yang cermat terhadap kekuatan pembuktian masing-masing
dokumen. Proses ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga menimbulkan
ketidakpastian hukum bagi para pihak. Dalam beberapa kasus, bahkan setelah putusan
pengadilan dijatuhkan, konflik tetap berlanjut karena adanya ketidakpuasan dari pihak
yang kalah.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perbedaan kekuatan pembuktian hak
waris tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosial dan
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ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menciptakan sistem pembuktian yang
lebih terintegrasi dan dapat memberikan kepastian hukum yang merata bagi seluruh
lapisan masyarakat.

3.3 Penerapan dan Pertimbangan Hukum dalam Kasus Sengketa Lahan Waris di

Gunungpati

Kasus sengketa lahan waris di Jalan Kalimasada, Kelurahan Sekaran, Kecamatan
Gunungpati, Kota Semarang, merupakan contoh konkret yang menunjukkan bagaimana
perbedaan kekuatan pembuktian hak waris berpengaruh dalam praktik. Sengketa ini
melibatkan klaim kepemilikan tanah yang didasarkan pada alat bukti yang berbeda,
sehingga menimbulkan konflik yang berlarut-larut.

Dalam proses peradilan, hakim cenderung mengutamakan alat bukti formal yang
memiliki kekuatan hukum tinggi. Bukti seperti akta autentik dan dokumen resmi lainnya
dianggap lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan bukti penguasaan fisik atau
kesepakatan keluarga yang tidak didukung oleh dokumen tertulis. Hal ini menunjukkan
bahwa sistem peradilan perdata di Indonesia masih berorientasi pada pembuktian formal
sebagai dasar dalam menentukan kebenaran hukum. Putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap menjadi dasar dalam pelaksanaan eksekusi lahan. Secara
normatif, putusan tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak sebagai bentuk
penghormatan terhadap supremasi hukum. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan
eksekusi tidak selalu berjalan lancar. Penolakan dari pihak yang kalah menunjukkan
bahwa kepastian hukum secara yuridis tidak selalu diikuti oleh penerimaan sosial.

Selain itu, kasus ini juga menunjukkan pentingnya peran administrasi pertanahan
dalam mendukung kepastian hukum. Setelah putusan pengadilan dilaksanakan, proses
balik nama sertifikat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kepemilikan
tanah diakui secara sah oleh negara. Tanpa adanya pencatatan resmi, potensi sengketa di
masa depan tetap terbuka. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris
tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan sosial
Ketidaksesuaian antara putusan pengadilan dan persepsi keadilan masyarakat dapat
memicu konflik lanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjembatani antara
kepastian hukum dan keadilan sosial agar penyelesaian sengketa dapat diterima oleh
semua pihak.

4, KESIMPULAN

Perbedaan kekuatan pembuktian hak waris dalam sistem hukum di Indonesia
menunjukkan adanya ketidaksatuan standar akibat pluralisme hukum yang meliputi
hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat. Setiap sistem hukum memiliki
karakteristik pembuktian yang berbeda, mulai dari dominasi bukti tertulis dalam hukum
perdata, kombinasi bukti dalam hukum Islam, hingga pengakuan sosial dalam hukum
adat. Perbedaan ini menyebabkan tingkat kekuatan pembuktian yang tidak seragam,
sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum ketika terjadi sengketa,
terutama dalam perkara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah.

Implikasi yuridis dari perbedaan kekuatan pembuktian tersebut sangat
berpengaruh terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah. Alat bukti yang bersifat
formal, seperti akta autentik, memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi
karena diakui secara resmi oleh negara. Namun, dominasi pembuktian formal juga
menimbulkan kesenjangan dengan praktik sosial masyarakat yang masih menggunakan
mekanisme informal. Selain itu, tidak adanya standarisasi nasional dalam pembuktian hak
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waris serta lemahnya verifikasi administratif turut memperbesar potensi terjadinya
sengketa dan tumpang tindih klaim atas tanah.

Penerapan dan pertimbangan hukum dalam kasus sengketa lahan waris di
Gunungpati menunjukkan bahwa hakim cenderung mengutamakan alat bukti formal
dalam menentukan keabsahan hak, sehingga memberikan kepastian hukum secara
normatif melalui putusan pengadilan. Namun, pelaksanaan putusan tersebut tidak selalu
berjalan efektif karena adanya hambatan sosial, seperti penolakan dari pihak yang kalah.
Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada kekuatan
pembuktian dan putusan pengadilan, tetapi juga pada tertib administrasi pertanahan
serta penerimaan masyarakat terhadap hasil putusan tersebut.
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